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Chelsy Yurista Pebrianti Pailang, E131 10 255, dengan judul skripsi “Upaya 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemberian 
Suaka Kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia” di bawah bimbingan J. 
Salusu selaku pembimbing I dan Muhammad Nasir Badu selaku 
pembimbing II. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.  
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya UNHCR dalam mempercepat 
penanganan pengungsi Afghanistan, dan juga bertujuan untuk mengetahui 
hambatan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan pengungsi Afghanistan di 
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer 
dan sekunder. Data primer diolah dari hasil observasi dan wawancara yang 
dilakukan oleh penulis terhadap beberapa informan. Data sekunder diolah dari 
buku, jurnal, artikel, laporan tertulis, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya 
yang dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya UNHCR dalam menangani pengungsi 
Afghanistan dimulai sejak proses identifikasi hingga pemberian solusi jangka 
panjang. Kesuksesan kinerja UNHCR tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan 
dari pemerintah Indonesia, badan-badan PBB, LSM, dan organisasi-organisasi 
lainnya. Namun di dalam proses penanganan pengungsi Afghanistan di Indonesia, 
UNHCR menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status 
pengungsi yang membutuhkan waktu lama, hingga ke pemberian solusi jangka 
panjang yaitu resettlement yang didalamnya terdapat hambatan operasional dan 
keterbatasan negara penerima. Selain itu, kondisi pengungsi yang rentan terhadap 
kejahatan transnasional dan perbedaan adat dan budaya serta kondisi sosial 
ekonomi antara pengungsi dengan masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan 
bagi kinerja UNHCR. 











A. Latar Belakang 
Konflik dan perang membawa dampak yang merugikan bagi 
kelangsungan hidup manusia di sebuah negara. Salah satunya yaitu jatuhnya 
korban yang utamanya berasal dari masyarakat sipil. Mereka kehilangan 
tempat tinggal, kehilangan akses terhadap kehidupan politik dan ekonomi, 
serta kehilangan rasa aman di daerah tempat tinggalnya. Beberapa contoh 
seperti konflik di Sri Lanka dan situasi hak asasi manusia di Myanmar. Di 
negara lain, misalnya terkait krisis kemanusiaan di Irak dan beberapa negara 
di Timur Tengah. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab korban memilih 
untuk meninggalkan negaranya dan mencari negara lain sebagai tempat 
berlindung demi mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai manusia. 
Pasca Perang Dunia II, isu – isu mengenai hak asasi manusia menjadi 
sebuah pembahasan yang sangat penting dalam dunia internasional hingga 
sekarang ini, melihat banyaknya tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saat 
Perang Dunia II seperti tragedi Nanking, Auschwitz, Hiroshima, dan 
Nagasaki. Dampak perang terhadap HAM juga terjadi pada saat Perang 
Dingin dengan banyaknya penduduk Vietnam yang pada saat itu ramai – 
ramai mengungsi ke Pulau Galang di Indonesia. Dewasa ini dampak perang 
terhadap HAM juga terjadi pada negara – negara di kawasan Timur Tengah 
seperti Suriah, Afghanistan, Irak, dan Iran, yang dimana penduduk dari 
negara – negara tersebut mengungsi ke negara tetangga dan bahkan mencari 
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suaka ke negara lain seperti Australia. Contoh kasus di atas menjelaskan 
bagaimana dampak perang dalam suatu negara yang mengabaikan aspek 
penting dalam kehidupan yaitu HAM.  
Hak dasar yang dimaksud yaitu hak atas rasa aman. Hak tersebut 
sudah tidak dapat mereka peroleh di negaranya oleh karena itu para korban 
tersebut ingin mencari perlindungan di negara lain yang mereka anggap 
aman dan dapat menampung mereka sebagai pengungsi untuk melanjutkan 
hidup mereka. Negara yang dimaksud sebagai negara tujuan pada umumnya 
merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai pengungsi 
seperti Australia. Untuk mencapai negara tersebut mereka pada umumnya 
menggunakan jalur laut namun dengan tingkat keamanan dan pengetahuan 
pelayaran yang minim serta perbekalan yang tidak mencukupi.  
Para korban ini kebanyakan tidak berhasil mencapai negara tujuannya 
dan terdampar di pulau-pulau Indonesia dengan kondisi yang sangat 
memprihatinkan sehingga kebanyakan dari mereka telah kehilangan nyawa 
sebelum mencapai tujuan. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian 
Hukum dan Ham memfasilitasi para korban ini dengan pihak imigrasi yang 
kemudian menampung mereka di kantor-kantor imigrasi di tempat mereka 
terdampar. Imigrasi tidak dapat langsung mengambil tindakan untuk 
melakukan prosedur secara internasional karena Indonesia belum 
meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) ikut bertindak dalam 
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memproses para korban untuk membagi mereka ke dalam kategori 
pengungsi (refugee) atau pencari suaka (asylum seeker).  
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) hadir 
sebagai lembaga internasional yang dibawahi oleh PBB untuk mengatasi 
permasalahan pengungsi. UNHCR dibentuk pada Desember 1950, yang 
bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Pengungsi 1951, 
yang dikukuhkan kembali pada 2001. Sejak didirikan, UNHCR telah 
membantu lebih dari 50 juta pengungsi dengan memberikan bantuan 
kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan, dan bantuan medis, dan 
lembaga ini dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1954 dan 1981.
1
 
Pada awalnya, UNHCR mencoba menampung pengungsi di negara-
negara baru  tetapi, pada beberapa tahun terakhir ini, ketika beban 
pengungsi makin berat, negara-negara kurang bersedia menerima pengungsi 
secara tetap, di sebagian negara ada penentangan terhadap imigran, kadang-
kadang bernada rasial.
2
 Hal ini disebabkan arus pengungsi yang berdatangan 
semakin besar sehingga lama-kelamaan penduduk asli negara tersebut 
merasa kehidupannya terganggu. Begitu pula dengan negara yang harus 
menjamin perlindungan pengungsi tersebut, tentunya biaya yang 
dianggarkan tidak sedikit sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi 
negara. 
Beberapa kasus permohonan pengungsi yang pernah ditangani oleh 
UNHCR diantaranya yaitu pengungsi asal Irak di Amerika pada tahun 2003, 
                                                            
1 Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafperty, 2012, Pengantar Politik Global, Bandung: Nusa 
Media, hal. 748. 
2 Ibid.,  hal. 750 
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pengungsi asal Afrika, Timur tengah, dan Asia di Perancis pada tahun 1990, 
serta pengungsi asal Afrika yang datang ke Belanda, Yunani, dan Italia. 
Untuk kasus di Indonesia, UNHCR pertama kali  menangani kedatangan 
pengungsi asal Vietnam dan Kamboja yang melarikan diri ke negara-negara 
di Asia Tenggara dengan menggunakan perahu. Manusia pengungsi asal 
Vietnam ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan manusia perahu. 
Jumlah manusia perahu yang semakin meningkat mendorong PBB untuk 
menyelenggarakan Konferensi Internasional di Jenewa pada bulan Juli 
1979.
3
 Kehadiran pemerintah Indonesia di konferensi tersebut menunjukkan 
bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 
namun Indonesia memiliki kepedulian terhadap masalah pengungsi. 
Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, mayoritas pengungsi 
di Indonesia berasal dari Afghanistan. Mereka merupakan orang-orang yang 
lari dari krisis dan konflik yang terjadi di negaranya. Pada akhir Desember 
2013, sejumlah 3,206 pengungsi yang tercatat berasal dari Afghanistan 
(35%), Myanmar (24%), Somalia (9%) dan Sri Lanka (9%).
4
 
Perang Afghanistan menimbulkan peningkatan jumlah korban sipil. 
Konflik bersenjata berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur. 
Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga kematian 
yang berujung pada trauma psikologis bagi keluarga korban. Faktor-faktor 
tersebut yang kemudian mendorong para korban untuk keluar dari 
negaranya dan mencari perlindungan di negara lain.  
                                                            
3 Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, hal.167. 
4 Pengungsi , dalam http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi, diakses tanggal 
11 Januari 2014 
5 
 
Para korban akhirnya meninggalkan Afghanistan kemudian mencari 
suaka di negara terdekat terutama yang telah meratifikasi Konvensi 
Pengungsi 1951. Salah satu metode pelarian mereka adalah dengan 
menempuh jalur laut. Namun seringkali kapal-kapal yang mereka tumpangi 
tertangkap ataupun terdampar di perairan Indonesia. Lembaga imigrasi 
Indonesia kemudian menampung mereka di rumah detensi imigrasi untuk 
kemudian diproses mengenai statusnya. 
Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia (DUHAM) turut aktif menangani permasalahan pengungsi 
meskipun Indonesia bukan merupakan negara peserta Konvensi Pengungsi 
1951. Indonesia bekerjasama dengan UNHCR berdasarkan pengalaman 
penanganan pengungsi Vietnam yang pertama kali datang di Indonesia. 
Kejadian ini yang kemudian menandakan awal berdirinya kantor UNHCR di 
Indonesia. 
Peranan UNHCR dalam upaya perlindungan pengungsi asal 
Afghanistan di Indonesia akan menjadi hal yang penting untuk dikaji 
mengingat arus kedatangan pengungsi ke Indonesia dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. Baik yang menjadikan Indonesia sebagai negara 
persinggahan maupun yang mungkin ingin menjadikan Indonesia sebagai 
negara tujuan. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan 
judul “Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 




B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini terdiri dari tiga hal, 
yakni: 
1. Perlindungan pengungsi dibatasi pada pengungsi asal Afghanistan di 
Indonesia. 
2. Data penelitian tahun 2008-2012. 
3. Objek kajian pada United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR). Sebab UNHCR merupakan lembaga internasional yang 
berkompeten dengan urusan pengungsi dan merupakan komisi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani para 
pengungsi. 
Dari hal tersebut, penulis mencoba merumuskan batasan masalah dalam 
bentuk pertanyaan penelitian guna menghindari kesalahan dalam 
menganalisis masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya UNHCR dalam mempercepat penanganan pengungsi 
Afghanistan? 
2. Apa hambatan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan pengungsi 
Afghanistan di Indonesia? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:  




2. mengetahui hambatan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan 
pengungsi Afghanistan di Indonesia. 
b. Kegunaan Penelitian 
Dengan adanya hasil penelitian, maka penelitian ini diharapkan: 
1. dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi 
Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam 
mengkaji dan memahami masalah organisasi kerjasama internasional. 
Bahwa di masa kini hubungan internasional tidak lagi  hanya 
hubungan antar negara tetapi juga antara negara dengan organisasi 
internasional. 
2. sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor Hubungan 
Internasional, baik itu individu, organisasi pemerintah, maupun 
organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, 
maupun internasional tentang bagaimana menghadapi era globalisasi 
yang menuntut semakin banyak aktor yang terlibat dalam kegiatan 
penegakan dan perlindungan HAM khususnya pengungsi, dimana 
seluruh aktor hubungan internasional memiliki kesempatan untuk 
turut mengambil bagian dalam perlindungan pengungsi jika suatu 
Negara tidak dapat memberikan perlindungan terhadap warga 






D. Kerangka Konseptual 
Perlindungan terhadap pengungsi internasional berangkat dari 
pemahaman mengenai hak asasi manusia pada umumnya bahwa setiap 
manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu pula dengan 
hukum yang mengatur mengenai perlakuan terhadap pengungsi berangkat 
dari hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Sehingga berbicara 
mengenai pengungsi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai hak 
asasi manusia. 
Ruth Gavison menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah 
hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan  tidak boleh dikaitkan 
dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Keberadaan HAM tidak 
terkait dengan sistem hukum dan sosial di mana kita berada. Hak asasi 
manusia bukan pemberian orang, dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh 
siapapun. Hak asasi manusia hanya bisa ditegakkan ataukah dilanggar. 
Dalam melihat hak asasi manusia, Michael Walzer menegaskan bahwa 
manusia juga harus memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar 
hak-haknya dapat dijalankan. Dalam konteks ini, Walzer membayangkan 
adanya lembaga atau agen yang bernama negara, yang menjalankan fungsi 
ini. Negaralah yang harus pro-aktif agar HAM tiap orang dijalankan.
5
 
Menurut Landman, makin demokratik sebuah negara atau bangsa, 
makin besar kemungkinan mereka meratifikasi semua instrumen hukum 
internasional mengenai HAM dan kian besar peluang melakukan 
                                                            
5 Hamid Awaludin, 2012, HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, Jakarta: 
KOMPAS, hal. 62 
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perlindungan terhadapnya. Kendati meratifikasi tidak berarti adanya 
jaminan untuk menjalankan prinsip-prinsip HAM, tetapi sebuah langkah 
maju dan nyata bahwa negara-negara tersebut memiliki keinginan untuk 
mengikat diri mereka dengan aturan normatif mengenai HAM.
6
 Prinsip-
prinsip HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, selalu 
bermula dari adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan 
kemandirian individu (orang). Refleksi dari kedaulatan dan kemandirian itu 




Masalah yang dihadapi adalah ketika ternyata peran negara dalam 
penegakan HAM tidak berjalan dengan semestinya. Negara tidak dapat 
menjadi pelindung bagi warga negaranya ketika warga negaranya mendapat 
ancaman dari warga lainnya ataupun dari kelompok-kelompok didalam 
negara tersebut. Bahkan sering dalam kondisi dan situasi yang berbeda di 
berbagai negara, yang menjadi pelaku pelanggaran HAM adalah negara itu 
sendiri. Hal inilah yang dialami oleh pengungsi internasional. Mereka tidak 
mendapatkan perlakuan yang baik dalam hal ini perlindungan yang aman 
terhadap hak mereka sebagai warga negara di negara asalnya. Sehingga 
mereka memutuskan untuk keluar dari negaranya dan meminta 
perlindungan ke negara lain. 
Seorang pengungsi mempunyai hak untuk mencari suaka. Namun, 
perlindungan internasional lebih dari sekedar keselamatan fisik, setidaknya 
                                                            
6 Ibid, hal. 15-16. 
7 Ibid, hal. 16. 
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pengungsi harus menerima beberapa hak dasar maupun bantuan layaknya 
seorang warga asing lain yang menjadi pemukim sah di suatu negara suaka, 
termasuk kebebasan berpikir, bergerak, dan kebebasan dari penyiksaan dan 
perlakuan yang merendahkan. Dalam memenuhi kebutuhan pengungsi akan 
haknya, sebelumnya perlu dilakukan proses penentuan status agar perlakuan 
terhadap mereka dapat lebih terarah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Mengenai penanganan orang-orang yang lari dari negara asalnya 
menuju negara lain untuk mencari perlindungan, terdapat peran negara 
suaka dan organisasi internasional di dalamnya. Organisasi Internasional 
yang dibentuk untuk menangani permasalahan pengungsi adalah United 
Nations High Commissioner for refugees (UNHCR). UNHCR bertugas 
untuk memberikan perlindungan dan menetapkan status mereka sebagai 
pengungsi. 
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi 
pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang 
beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, 
kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai 
politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak 
menginginkan perlindungan dari Negara teresebut.”8 Dari definisi tersebut, 
terdapat alasan mengapa warga negara Afghanistan lari dari negara asalnya 
dan mencari perlindungan di negara lain yaitu dikarenakan ketakutan akan 
penganiayaan. Mereka tidak mempunyai pilihan hidup lain selain keluar 
                                                            
8 Pengungsi, dalam http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi, diakses tanggal 
11 Januari 2014 
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dari negaranya. Sebagaimana fungsi UNHCR sebagai organisasi yang 
menangani permasalahan pengungsi, UNHCR hadir di Indonesia untuk 
menangani pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia. 
Organisasi internasional telah menjadi aktor dalam hubungan 
internasional sejak Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Pada awalnya 
pembentukan Liga Bangsa-Bangsa merupakan gagasan dari Presiden 
Wilson yang menghendaki perang dihentikan dan menciptakan perdamaian. 
Namun seiring berjalannya waktu, kepentingan dan masalah dalam 
hubungan internasional tidak hanya mengenai peperangan tetapi semakin 
meluas ke arah kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, dan hal-hal lainnya. 
Hal-hal tersebut yang mendasari terciptanya lembaga atau organisasi 
internasional yang bergerak dalam bidang tertentu agar negara ataupun 
individu-individu dapat melakukan kerjasama. Pada akhirnya, aktor-aktor 
internasional tidak lagi terfokus pada negara saja tetapi juga organisasi 
internasional. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif-analitik. 
Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan upaya yang 
dilakukan oleh UNHCR dalam mempercepat penanganan pengungsi 
Afghanistan di Indonesia dan hambatan yang dihadapi UNHCR dalam 
menangani pengungsi Afghanistan. Kemudian, hasil uraian tersebut 
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dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat 
analitik.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah literatur 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, 
dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar 
harian. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat 
yang akan penulis kunjungi, yaitu: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
b. Perpustakaan HIMAHI FISIP UNHAS di Makassar 
c. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI) di 
Makassar 
Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pihak 
Imigrasi Indonesia, staf  UNHCR di Jakarta, dan Duta Besar Afghanistan 
untuk Indonesia di Jakarta. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder.  
a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara.  
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. 
Seperti buku, jurnal, artikel, laporan tertulis, majalah, dan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan rumusan  masalah yang akan 
diteliti, yakni upaya UNHCR dalam mempercepat penanganan 
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pengungsi Afghanistan di Indonesia dan hambatan yang dihadapi 
UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini 
memaparkan dan menjelaskan upaya UNHCR dalam mempercepat 
penanganan pengungsi Afghanistan serta hambatan-hambatan yang 
dihadapi UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan kemudian 
menarik kesimpulan melalui data-data yang terkumpul. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, 
yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang 





UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) 
DAN PENGUNGSI AFGHANISTAN DI INDONESIA 
A. Organisasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
1. Sejarah dan Mandat UNHCR 
Fenomena kemanusiaan khususnya pengungsi telah terjadi pasca 
Revolusi di Rusia serta runtuhnya kekaisaran Ottoman. Disaat itu, jutaan 
orang mengungsi ke luar wilayah negara asalnya. Keberadaan mereka di 
luar negaranya berakibat tidak adanya lagi perlindungan hukum dari negara 
asalnya. Kondisi tersebut kemudian mendorong Liga Bangsa-Bangsa 
membentuk Komisaris Tinggi Liga Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. Tugas 
utama badan tersebut untuk menetapkan status hukum dan memastikan 
diberikannya perlindungan internasional kepada pengungsi. Era Liga 




Pasca perang dunia kedua, setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, negara-negara yang tergabung di dalam 
PBB menyepakati membentuk suatu badan yang khusus mengurusi 
pengungsi. Badan tersebut ditetapkan Majelis Umum PBB tanggal 15 
Desember 1946 dan diberi nama International Refugee Organization (IRO). 
Konstitusi IRO mengatur fungsi dan wewenang badan tersebut dalam 
penanggulangan dan penanganan pengungsi. Disamping itu IRO bukan 
                                                            
9  Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar grafika, hal. 136 
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merupakan badan yang bersifat permanen. Tugas IRO hanya mencakup 
pengungsi untuk peristiwa yang terjadi selama perang dunia kedua serta 
pengungsi yang sudah diakui sebelum terjadinya perang dunia kedua. 
Dengan demikian IRO tidak mengatur pengungsi yang terjadi pasca perang 
dunia kedua. Oleh karena itu, badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja 
untuk terjadinya pengungsian ke depan pasca perang dunia kedua. Untuk 




UNHCR dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950, namun 
baru mulai efektif bekerja pada tanggal 1 Januari 1951
11
. Lembaga ini 
dibentuk guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua 
DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak 
untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak 
mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh 
pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi 
utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi 
jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum 
pengungsi internasional
12
. Dalam lebih dari enam dekade, UNHCR telah 
memberikan pertolongan kepada puluhan juta orang untuk memulai kembali 
                                                            
10 Ibid, hal. 137 
11 UNHCR, 2009, Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Geneva: UNHCR, hal. 17 
12  Wagiman, Loc. Cit., hal. 189 
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hidup baru mereka. Saat ini, dengan 7,685 staff dari lebih dari 125 negara, 
UNHCR terus memberikan bantuannya bagi 33,9 juta orang
13
. 
Mandat pertama UNHCR terbatas dalam cakupan geografis maupun 
waktu – yaitu program kerja tiga tahun yang utamanya ditujukan untuk 
membantu pengungsi Eropa yang tersingkir akibat Perang Dunia II. Dalam 
dasawarsa selanjutnya, masalah orang-orang yang tersingkir menjadi 
semakin rumit dan dimensinya semakin mendunia. UNHCR menyesuaikan 
diri terhadap perubahan yang terjadi. UNHCR tidak hanya memberikan 
perlindungan hukum, tetapi juga bantuan materi dalam situasi darurat, serta 




Beberapa kelompok orang yang disebut sebagai orang-orang yang 
menjadi perhatian UNHCR diantaranya yaitu pengungsi, pencari suaka, 
pengungsi yang pulang/kembali, warga tanpa negara, dan untuk beberapa 
keadaan tertentu, yang mengungsi di negara sendiri (internally displaced). 
Dengan demikian wewenang UNHCR lebih luas daripada kewajiban yang 
disandang negara peserta Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. 
Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan 
bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni 
perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka 
dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau 
                                                            
13 Mitra Salima, UNHCR di Indonesia, dalam http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr, diakses 
tanggal 21 Mei 2014 





. Hal ini termuat dalam pasal 33 ayat 1 mengenai larangan 
pengusiran atau pengembalian. 
Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan 
(“refouler”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-
wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena 




Selain itu UNHCR memberi bantuan dalam memproses pencarian suaka, 
bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi 
pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, 
dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali
17
. 
Dalam melakukan tugasnya, UNHCR didanai hampir seluruhnya dari 
kontribusi sukarela, terutama dari pemerintah namun juga dari organisasi 
antar pemerintah, perusahaan dan individu-individu. Badan ini menerima 
dana subsidi terbatas yaitu hanya sekitar tiga persen dari anggaran PBB 
untuk menutpi biaya administrasi, dan menerima sumbangan in kind 
(barang/jasa) termasuk barang bantuan darurat seperti tenda, obat-obatan, 
truk dan transportasi udara
18
. Dana yang dibutuhkan telah berkembang dari 
US$300,000 pada saat pertama didirikan, hingga mencapai US$3.32 billion 
pada tahun 2011
19
. Karena jumlah orang yang menjadi perhatian UNHCR 
semakin meningkat tiap tahun sehingga anggaran tahunannya sering 
                                                            
15 Mitra Salima, Loc. Cit. 
16 UNHCR, Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, hal. 38. 
17 Tercantum dalam Pasal 8 Statuta UNHCR 
18 Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Op. Cit., hal. 29 
19 Sebuah Organisasi Kemanusiaan Global yang Rendah Hati, dalam 
http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr/sejarah-unhcr, diakses tanggal 21 Mei 2014 
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berubah selama adanya kebutuhan baru yang darurat dan berubahnya 
prioritas kebutuhan. 
Inti mandat UNHCR tidak berubah sejak tahun 1950. Perlindungan 
pengungsi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah pengungsi tetap 
tujuan utama dari organisasi. Tetapi lingkungan di mana UNHCR bekerja 
dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi telah berubah dan 
semakin berkembang. 
Di Indonesia, awal berdirinya Kantor Regional UNHCR di Jakarta 
pada tahun 1979 ketika ribuan pengungsi Vietnam berdatangan ke 
Indonesia
20
. Pada umumnya  mereka melarikan diri ke negara-negara di 
Asia Tenggara menggunakan perahu. Perkembangan meningkatnya jumlah 
manusia perahu yang keluar dari negaranya mendorong PBB melalui 
UNHCR untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai 
pengungsi Vietnam di Jenewa. Hasil dari konferensi tersebut adalah 
diakuinya seluruh manusia perahu asal Vietnam ini sebagai pengungsi. 
Konferensi tersebut dihadiri juga oleh perwakilan pemerintah Indonesia. 
Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepedulian 
tinggi untuk turut serta dalam menangani pengungsi asal Vietnam tersebut
21
.  
Berdasarkan hasil konferensi, negara suaka pertama diminta 
menampung sementara para pengungsi sampai mereka dimukimkan ke 
negara ketiga dan PBB meminta agar negara-negara mengusahakan 
pemberangkatan mereka ke negara ketiga secepatnya serta mencegah 
                                                            
20  Wagiman, Op. Cit., hal. 190  
21  Ibid, hal. 167 
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terjadinya pemberangkatan secara gelap dari negara asal. Pemerintah 
Indonesia selaku satu dari beberapa negara suaka pertama  membantu para 
pengungsi Vietnam berupa penyediaan tempat. Biaya-biaya yang diperlukan 
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari UNHCR. Indonesia tidak turut 
campur dalam proses penentuan dan pengiriman mereka ke negara yang 
nantinya dituju. 
Alasan Indonesia untuk menangani para pengungsi asal Vietnam 
tersebut adalah alasan kemanusiaan disamping adanya perjanjian antara 
Indonesia dan UNHCR tentang Pendirian Kantor Perwakilan UNHCR di 
Indonesia yang ditandatangani 15 Juni 1979. Disamping itu adanya 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 tahun 1979 tentang Kordinasi 




Pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi Vietnam tidak 
menjadi satu-satunya kasus permasalahan pengungsi internasional yang 
dihadapi Indonesia, masih banyak kasus pengungsian asal negara lain 
setelah masalah pengungsi Vietnam selesai. Namun hal ini tidak menjadi 
alasan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 
1967 sehingga saat ini Indonesia tetap memberikan mandat kepada UNHCR 
untuk menyelesaikan masalah pengungsi yang datang ke Indonesia  dalam 
hal ini melakukan penentuan status pengungsi dan pemberian solusi jangka 
panjang. 
                                                            





2. Peran UNHCR 
UNHCR mendorong diadakannya perjanjian internasional mengenai 
pengungsi dan memantau ketaatan pemerintah dalam menjalankan hukum 
pengungsi internasional. Para staf UNHCR bekerja di berbagai tempat dari 
kota-kota besar hingga ke tempat-tempat penampungan terpencil dan juga di 
daerah perbatasan, sambil berupaya memberikan perlindungan, juga 
berupaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan, termasuk 
penganiayaan seksual, yang sering dialami para pengungsi, bahkan di 
negara suaka
23
. UNHCR juga membantu orang-orang yang telah diberikan 
perlindungan berdasarkan kelompok, atau berdasarkan alasan kemanusiaan 
semata, meskipun tidak diakui secara sah sebagai pengungsi
24
. 
Pada umumnya, kini UNHCR lebih memainkan peran di negara-
negara dimana terjadi pengungsi, baik karena keterlibatannya secara 
substansial dalam membantu pengungsi yang pulang untuk menyesuaikan 
diri kembali ke tanah airnya, atau karena kegiatannya yang semakin banyak 
untuk IDP di beberapa negara. UNHCR disamping memberikan 
perlindungan juga memberikan bantuan materi. Lembaga tersebut 
mengkoordinir penyediaan dan pemberian bantuan, mengelola atau 
membantu manangani tenda-tenda penampungan individu atau sistem 
penampungan, merancang proyek-proyek khusus untuk kelompok rentan 
                                                            
23 Membantu Pengungsi Memperkenalkan UNHCR, Op. Cit., hal. 7 
24 Ibid, hal. 9 
21 
 
seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang lanjut usia yang merupakan 
80% dari suatu populasi “normal” pengungsi25.  
Setelah situasi darurat sudah sedikit mereda, UNHCR memberikan 
pendidikan bagi mereka utamanya anak-anak usia sekolah dan orang-orang 
usia produktif. Biasanya pendidikan yang diberikan adalah pendidikan 
bahasa. Seperti yang dilakukan UNHCR kepada pencari suaka di Rumah 
Detensi Imigrasi Makassar, mereka diberikan pendidikan bahasa Indonesia 
sehingga ada beberapa dari para pencari suaka tersebut yang sudah fasih 
berbahasa Indonesia.  Selain itu, UNHCR juga mencari jalan untuk 
menemukan solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah pengungsi 
dengan membantu mereka kembali ke tanah airnya jika keadaan 
memungkinkan, atau dengan membantu mereka untuk membaur di negara 
suakanya, atau dengan menempatkannya di negara ketiga. 
Mengenai pentingnya penyelesaian terhadap masalah pengungsi 
internasional, maka UNHCR terus berupaya bersama negara-negara untuk 
menjelaskan, mengklarifikasi dan mengembangkan keberadaan badan 
hukum internasional ini. Pada tahun 2001, konferensi pengungsi global yang 
paling penting dalam kurun waktu setengah abad mengadopsi suatu 
deklarasi penting yang menegaskan kembali komitmen negara-negara 
peserta Konvensi Pengungsi 1951. Melalui proses konsultasi global, 
UNHCR lalu menyusun seperangkat tujuan yang disebut “Agenda 
Perlindungan” yang hingga kini terus menjadi panduan bagi pemerintah dan 
                                                            
25 Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Op. Cit. hal. 21 
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organisasi-organisasi kemanusiaan dalam upaya untuk memperkuat 
perlindungan pengungsi di seluruh dunia
26
. 
B. Migrasi Masyarakat Afghanistan 
1. Kondisi Masyarakat Afghanistan 
Afghanistan, "tanah orang-orang Afghanistan", telah memiliki 
beragam masa lalu terutama karena lokasi geo - strategisnya. Terletak di 
titik pertemuan dari empat bidang ekologi dan budaya yaitu Timur Tengah , 
Republik Asia Tengah, Provinsi Xinjiang Cina dan anak benua India. 
Selama bertahun-tahun, karena lokasi geografis, wilayah ini telah 
mengalami banyak perubahan-perubahan. Sisa-sisa dari berbagai suku yang 
mendiami Afghanistan,  masuknya dan merambahnya berbagai kelompok 
dan gerakan konstan orang nomaden telah mengubah negara itu menjadi 
sebuah mosaik budaya. Arus budaya yang sangat besar telah melanda 
Afghanistan sepanjang sejarah dan peristiwa sejarah yang signifikan telah 
terjadi di wilayah tersebut sejak berlalunya pasukan Alexander, ke 
pengambilalihan Kabul oleh Taliban dan akibat setelahnya
27
. 
Keragaman etnis, bahasa, dan budaya negara itu adalah produk dari 
topografi - yang beragam seperti orang-orangnya. Masyarakat Afghanistan 
di masa ini, sebagai produk dari interaksi ribuan tahun antara orang-orang 
dari berbagai kerajaan dan berbagai era, juga dipengaruhi oleh paham 
Buddhisme Mahayana yang berkembang di wilayah tersebut khususnya dari 
pertama sampai abad kelima Masehi. Pada abad ketujuh Masehi, pengaruh 
                                                            
26 Ibid, hal. 19  
27 K. Warikoo, 2007, Afghanistan Issues and Perspectives, New Delhi: Pentagon Press, hal. 16 
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Islam telah menembus wilayah tersebut. Dengan munculnya kerajaan 
Ghaznavid (abad kesepuluh-keduabelas), invasi Turki-Mongol dari abad 
ketiga belas-empat belas dan penaklukan militer lainnya, masyarakat 
mengalami perubahan penuh gejolak. Pada abad keenembelas dan 
ketujuhbelas wilayah itu merupakan teater perang suku dan saudara
28
.  
Tidak pernah ada sebuah sensus penduduk yang akurat diambil di 
Afghanistan, namun perkiraan yang paling umum adalah sekitar 26 juta 
jiwa. Sebuah hal yang mengejutkan bahwa satu dari lima orang diantara 5 
juta penduduk Aghanistan diduga berada di kamp-kamp pengungsi di 
sepanjang perbatasan negara itu dan di negara-negara tetangga. Pakistan 
telah memberikan perlindungan kepada 3 juta pengungsi Afghanistan
29
. 
Afghanistan belum pernah dihuni oleh hanya satu kelompok etnis . 
Batas-batas negara modern ditentukan oleh kepentingan kekuatan asing, dan 
pada setiap sisi mereka memotong sewenang-wenang melalui tanah 
tradisional yang diduduki oleh satu kelompok etnis atau lainnya. Warganya 
secara alami teridentifikasi dengan orang-orang yang berbicara bahasa 
mereka dan berbagi budaya mereka. Kesetiaan mereka adalah pertama untuk 
para pemimpin lokal mereka dan suku mereka. Di Afghanistan, multietnik 
negara telah menghambat perkembangannya sebagai sebuah bangsa. 
Sementara kelompok berbeda dalam bahasa dan budaya, mereka juga 
berbagi kualitas fundamental. Salah satu kualitas paling mencolok dari 
orang-orang Afghanistan adalah ketangguhan dan ketahanan mereka. 
                                                            
28 Ibid, hal. 17 
29 Barbara Robson, dkk., 2002, The Afghans Their History and Culture, Center for Applied 
Linguistics The Cultural Orientation Resource Center, hal. 8 
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Budaya populer didasarkan pada tradisi, pendalaman agama dan diwarnai 
oleh peninggalan perang suku, roman dan sihir . 
Bangsa Afghan adalah keturunan dari hasil kawin campur antara 
berbagai bangsa penakluk seperti Persia, Arab, Turki dan Mongol. Mereka 
terbagi dalam berbagai kelompok suku. Yang dominan adalah Pashtun, 
Tajik, serta Hazara. Etnis lain adalah Uzbek, Aimaks, Turkmen, Baloch dan 
masih banyak lagi. Mereka tinggal terpisah-pisah di wilayah Afghanistan. 
Untuk pembagian wilayah berdasarkan suku lebih jelasnya terdapat pada 
Lampiran. 
 Yang pertama yaitu suku Pashtun/Pathan, diperkirakan 38% dari 
populasi Afghanistan dan merupakan suku mayoritas. Meskipun asal-
usulnya tidak jelas, legenda mereka mengatakan bahwa mereka adalah 
keturunan Afghana, cucu Raja Saul. Sebagian ulama, bagaimanapun, 
percaya bahwa Pashtun mungkin timbul dari pembauran penjajah kuno dan 
berikutnya. Pashtun adalah bangsa Kaukasia dengan ciri-ciri tinggi badan 
sedang, kuat, hidung mancung, rambut hitam, dan mata gelap. Pashtun 
adalah Muslim Sunni, tetapi kepercayaan Islam dan perilaku mereka sering 
menjadi temperamen, dan terdistorsi, oleh nilai-nilai budaya yang kadang-
kadang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dalam perlakuan mereka 
terhadap perempuan di bawah kekuasaan Taliban. Adat suku khas dan 
tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Pashtun
30
. 
                                                            
30 Ibid, hal. 9 
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Suku kedua yaitu kelompok orang yang berbahasa Dari. Kelompok 
pertama yaitu suku Tajik, diperkirakan merupakan 25% dari penduduk 
Afghanistan. Suku ini berasal dari pengaruh sejarah Persia, sekarang Iran.. 
Diyakini penduduk Persia asli dari Afghanistan dan Turkmenistan, Tajik 
hidup di daerah yang membentang dari Afghanistan utara, di seberang 
perbatasan dari Tajikistan, ke Hindu Kush. Suku Tajik berkulit terang 
Kaukasia dengan hidung mancung dan rambut hitam. Setengah dari 
Afghanistan yang telah melarikan diri ke Pakistan sejak tahun 1979 adalah 
orang-orang Tajik, dan sekitar 65% dari pengungsi Afghanistan di Amerika 
Serikat merupakan anggota grup ini. Suku Tajik 99% Muslim, sebagian 
besar adalah Muslim Sunni dari sekte Hanafi, tetapi ada Muslim Syiah 
Ismailiyah beberapa yang tinggal di daerah pegunungan terpencil
31
. 
Kelompok kedua yang berbahasa Dari yaitu suku Hazara, merupakan 
orang-orang Mongolia yang diperkirakan telah tiba di Afghanistan pada 
abad  ke-13 dan ke-14. Ada sekitar 5 juta orang Hazara, yang membentuk 
sekitar 19% dari penduduk negara itu
32
.  Mayoritas masyarakatnya 
beragama Islam Imamiyah Syiah dengan lebih sedikit Ismaili Syiah, 




Kelompok ketiga yang berbahasa Dari yaitu Farsiwan, yang biasa 
disebut juga Parsiwan atau Parsiban, adalah petani yang tinggal dekat 
                                                            
31 Ibid, hal. 11 
32 Ibid  
33 Afghanistan Hazara, dalam http://www.photius.com/countries/afghanistan/society/afghanistan_ 
society_hazara.html, diakses tanggal 23 Mei 2014. 
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perbatasan Iran, meskipun beberapa telah pindah ke  timur ke kota-kota 
besar seperti Herat, Kandahar, dan Ghazni. Jumlah populasi mereka 
diperkirakan sekitar setengah juta dari seluruh populasi rakyat Afghanistan, 
secara etnis dan bahasa dibedakan dari orang-orang Iran melintasi 
perbatasan. Kelompok etnis lainnya yang berbahasa Dari di Afghanistan 
termasuk Qizilbash, orang-orang Afghanistan perkotaan yang terdidik turun 
dari personil militer dan administrasi yang ditinggalkan oleh salah satu 
khan, atau penguasa, yang secara singkat menaklukkan beberapa daerah 
suku Pashtun di abad ke-18; orang-orang Aimaq, kelompok Asia tengah 




Pada abad ke-13, Genghis Khan memotong petak besar di seluruh 
Asia Tengah, melalui apa yang sekarang merupakan negara-negara di 
seluruh Amu Darya dari Afghanistan-Kirghizstan, Tajikistan, Uzbekistan, 
dan Turkmenistan-dan ke barat menjadi apa yang sekarang disebut Turki. 
Ketika Inggris dan Rusia memutuskan bahwa Amu Darya menjadi 
perbatasan utara antara Afghanistan dan Rusia, maka orang-orang Kirghiz, 
Tajik, Uzbek, dan Turkmen di sisi selatan sungai menjadi orang-orang 
Afghanistan. Kecuali Tajik, masyarakat ini berbicara bahasa Altai, yang 




                                                            
34  Barbara Robson, dkk, Loc. Cit. 
35 Ibid, hal. 12  
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Uzbek adalah yang terbesar dari kelompok Altai. Sekitar 1 juta 
masyarakat Uzbek hidup sebagai petani menetap di Afghanistan utara di 
seberang Amu Darya dari Uzbekistan. Kebanyakan orang Uzbek adalah 
Muslim Sunni dari cabang Hanafi dan telah bercampur banyak kepercayaan 
tradisional dengan praktek-praktek Islam mereka. Meskipun mereka 
umumnya bukan Muslim ortodoks, Islam merupakan bagian integral dari 
identitas budaya mereka. Orang-orang Turkmenistan adalah orang-orang 
setengah nomaden, dan beberapa tinggal di Afghanistan di seberang 
perbatasan dari Turkmenistan. Akhirnya, ada beberapa Kirgiz yang tinggal 
di Pamir Knot, berdekatan dengan Kirghizstan. Masyarakat Altai telah 
memberikan kontribusi besar terhadap budaya Afghanistan. 
Ada sejumlah kelompok etnis lain yang tinggal di kantong-kantong 
kecil di Afghanistan. Beberapa di antaranya adalah Beluchis, yang berbicara 
bahasa Iran dan tinggal di bagian barat daya Afghanistan maupun di daerah-
daerah perbatasan Pakistan; yang Nuristan di Afghanistan timur, orang-
orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda yang merupakan keturunan 
dari Afghanistan kafir yaitu kelompok yang menolak konversi ke Islam 




Keberagaman etnis yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda 
menimbulkan pertikaian internal masyarakat Afghanistan. Hal serupa juga 
terjadi akibat perbedaan aliran agama Islam diantara masyarakat 




Afghanistan, meskipun keduanya diakui di Afghanistan namun tetap ada 
diskriminasi terhadap kaum minoritas. Kaum minoritas selalu merasa bahwa 
Afghanistan adalah negara yang dijalankan oleh Pashtun untuk Pashtun dan 
bahwa kelompok-kelompok lain, dalam arti, korban dari kolonialisme 
internal. Sehingga terdapat anggapan bahwa orang-orang Afghanistan hanya 
orang-orang yang berasal dari suku Pashtun, sedangkan suku-suku lainnya 
yang merupakan suku minoritas tidak diakui sebagai bagian dari 
Afghanistan. 
2. Faktor Pendorong Migrasi Masyarakat Afghanistan  
Pada umumnya penyebab eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh 
sekelompok orang dikarenakan perang dan konflik yang terjadi di 
negaranya. Mereka kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, selain itu 
adanya ketakutan akan penyiksaan dan kebutuhan akan rasa aman tidak 
dapat lagi dipenuhi oleh negara. Di beberapa negara, penyebab seseorang 
keluar dari negaranya dapat dikarenakan faktor ekonomi, hal ini dapat 
terjadi tergantung dari background negara tersebut. Berbeda dengan masa 
lalu ketika Perang Dunia II, kini para imigran didominasi dari negara-negara 
Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, Irak, Palestina lalu ada pula dari 
Somalia, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, dan beberapa negara lainnya.  
Berbagai perang, pergolakan dalam pemerintahan, dan konflik antar 
etnis yang terjadi di Afghanistan telah terjadi selama hampir tiga dekade. 
Situasi tidak stabil di Afghanistan dimulai sejak Afghanistan masih 
merupakan negara monarki. Beberapa kali terjadi pergantian kekuasaan 
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akibat kudeta militer. Dilanjutkan dengan terjadinya invasi Uni Soviet ke 
Afghanistan pada akhir tahun 1979 yang mengakibatkan rakyat Afghanistan 
yang dikenal taat agama mengangkat senjata melawan pendudukan Uni 
Soviet. Ketika perang berakhir, muncul konflik dalam pemerintahan 




Tidak adanya perdamaian dan pemerintahan pusat yang kuat di 
Afghanistan saat itu memicu lahirnya gerakan Taliban pada tahun 1994 
yang digerakkan oleh para pelajar usia muda di sekolah-sekolah agama di 
Pakistan dan Afghanistan Selatan. Pada tahun 1996 , setelah Pashtun yang 
didominasi Taliban naik ke tampuk kekuasaan, etnis minoritas dan 
penentang Taliban mengalami penganiayaan dan melarikan diri ke Pakistan. 
Bagi banyak pengungsi Afghanistan, penganiayaan berlanjut di Pakistan , di 
mana mereka diancam dan dalam beberapa kasus dibunuh. Pemerintah Tajik 
yang mendominasi di Afghanistan utara runtuh pada tahun 1998, membawa 
pelayanan sosial berakhir dan menempatkan perempuan dan anak-anak 
tanpa pendamping memiliki resiko besar
38
. 
Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan selama lima tahun 
hingga terjadi tragedi 11 September 2001 di New York dan Washington. 
Pemerintah Amerika Serikat menuduh Osama Bin Laden dan Tanzim Al 
Qaeda yang dipimpinnya berada di balik tragedi tersebut. Sementara itu, 
pemerintah Taliban yang melindungi Osama Bin Laden di Afghanistan, 
                                                            
37 Musthafa Abd. Rahman, 2002, Afganistan di Tengah Arus Perubahan, Jakarta: PT Kompas 
Media Nusantara, hal. 111 
38 Barbara Robson, dkk, Loc.Cit., hal. 4 
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tidak mau menyerahkan pemimpin Tanzim Al Qaeda itu pada pemerintah 
AS untuk diadili. Hal itu membuat AS menggempur Afghanistan kemudian 
mengalahkan Taliban yang membuat masa pemerintahan Taliban berakhir.  
Dengan runtuhnya kekuasaan Taliban di Afghanistan, bukan berarti 
menandakan berakhirnya perang di negeri itu. Perang dan konflik antar etnis 
masih ada di Afghanistan. Salah satu konflik etnis yang masih terjadi yaitu 
konflik antara etnis Pashtun dan etnis Hazara.  
Dilihat dari segi ekonomi, Afghanistan merupakan salah satu negara 
termiskin dan paling terbelakang di dunia. Konflik yang terus berlanjut 
mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sipil dan ekonomi Afghanistan. 
Sumber perekonomian yang signifikan dialihkan ke biaya perang sehingga 
bagi para pemuda Afghanistan bergabung dalam militer menjadi cara untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Disaat yang sama, terjadi 
peningkatan angka kriminalitas yang berhubungan dengan produksi dan 
penjualan narkotika. 
Selain itu, konflik di Afghanistan juga merusak industri-industri 
berskala besar dan kecil, infrastruktur agrikultur, rumah, dan infrastruktur 
medis. Masyarakat sipil sering menjadi target langsung dan tidak memiliki 
pilihan lain. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal mereka dan 
hanya dapat bergantung pada bantuan internasional dan sesama orang-orang 
Afghanistan untuk kelangsungan hidup mereka.  
Tidak hanya konflik dan perang yang merusak Afghanistan dan 
mengancam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi juga kekeringan yang 
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melanda beberapa bagian selatan Afghanistan. Migrasi orang-orang dari 
daerah yang terkena kekeringan ke daerah perkotaan memperburuk masalah 
ketenagakerjaan di sana. Semua ini terjadi ketika situasi ekonomi secara 




Situasi HAM secara keseluruhan di Afghanistan masih sangat parah. 
pelanggaran berat hak asasi manusia terus terjadi. Kondisi perang saudara 
dan tindakan tak terkekang dari faksi yang saling bersaing secara efektif 
membatasi kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, agama, dan 
gerakan. Masyarakat dilarang mengubah pemerintah mereka atau memilih 
pemimpin mereka secara demokratis. Hak-hak pekerja tidak ditetapkan. 
Pekerja anak terus berlanjut. Gejolak politik dan militer yang telah ada di 
Afghanistan selama beberapa dekade terakhir telah menyebabkan aliran 
konstan warga Afghanistan untuk meninggalkan negara mereka
40
. 
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, rakyat Afghanistan memilih 
untuk melarikan diri ke negara lain karena merasa takut akan menjadi 
korban. Kebanyakan dari mereka memilih  negara yang paling dekat secara 
geografis dengan negara mereka seperti Pakistan dan Iran, sehingga jumlah 
pengungsi di negara tersebut paling banyak. Antara wilayah Afghanistan 
dan Pakistan tidak memiliki batas yang jelas, sehingga rakyat Afghanistan 
dapat dengan mudah memasuki wilayah Pakistan. Sejak serangan Amerika 
Serikat ke Afghanistan yang dimulai 7 Oktober 2001, sekitar 150.000 
                                                            
39 K. Warikoo, Op. Cit., hal.85 
40  Ibid, hal. 86 
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pengungsi Afgan melintasi perbatasan menuju Pakistan
41
. Terlebih ketika 
Taliban masih memegang pemerintahan Afghanistan, sistem keluar masuk 
warga negara Afghanistan tidak terlalu ketat sehingga mereka dapat keluar 
masuk tanpa menggunakan visa.  
Bahkan jika sampai saat ini beberapa dari mereka mungkin berharap 
untuk pulang, situasi ekonomi saat ini dikombinasikan dengan keterbatasan 
akses perawatan kesehatan dan gagalnya sistem pendidikan di Afghanistan 
mencegah mereka untuk kembali. Karena prospek ekonomi di negara-
negara pertama mereka tinggal semakin suram juga, mereka memutuskan 
untuk pindah. Pelarian mereka dari kesulitan ekonomi menyebabkan 
hijrahnya para sarjana ke luar negeri, yang akan memiliki efek buruk pada 
rekonstruksi masa depan dan pembangunan kembali Afghanistan. 
Menurut keterangan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Ghulam 
Sakhi Ghairat, pada tahun 1980 – 1990 banyak warga negara Afghanistan 
yang keluar dari negaranya tetapi kini sudah sekitar 5 juta orang telah 
kembali ke Afghanistan. Pada masa sekarang, orang-orang yang merupakan 
pengungsi Afghanistan di Indonesia hampir 95% tidak datang dari negara 
Afghanistan. Mereka orang-orang berkewarganegaraan Afghanistan tetapi 
sudah lama menetap di Pakistan dan Iran. Duta Besar Afghanistan 
menegaskan bahwa kini tidak ada lagi perang di Afghanistan, kemungkinan 
yang masih sering muncul adalah konflik etnis
42
. 
                                                            
41 Musthafa Abd. Rahman, Op. Cit., hal. 103. 




Duta Besar Afghanistan juga mengatakan bahwa kebanyakan dari 
pengungsi tersebut merupakan orang-orang muda yang ingin memperbaiki 
kehidupan ekonomi mereka di Australiadan memiliki teman atau keluarga 
yang sudah terlebih dahulu tinggal di Australia. Mereka melihat peluang 
yang besar di Australia dan mudah bagi mereka berkomunikasi dengan 
relasi mereka di Australia. Namun di tahun ini, kasus pengungsi asal 
Afghanistan sudah semakin berkurang, kebanyakan kasus pengungsi yang 
berasal dari Iran, Bangladesh, Myanmar, dan Suriah. 
Berdasarkan keterangan dari staf UNHCR di Jakarta, Mitra Salima 
Suryono, penyebab pengungsi keluar dari negaranya karena melarikan diri 
dari persekusi. Persekusi disebabkan oleh lima hal, yaitu ras, agama, 
kebangsaan, keanggotaan di kelompok tertentu, dan opini politik tertentu. 
Para pengungsi lari dari konflik dan peperangan yang terjadi negaranya 




Di Afghanistan, kebanyakan orang-orang yang lari dari negaranya 
adalah mereka yang merupakan etnis Hazara. Di Myanmar, alasan orang-
orang mengungsi karena tidak diakui kewarganegaraanya di Myanmar 
maupun Bangladesh, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka 
dan kehidupannya tidak nyaman. Orang-orang etnis Rohingya di Myanmar 
menjadi pengungsi karena lari dari penyiksaan di negaranya dan mereka  
juga merupakan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless).  
                                                            
43 Wawancara dengan Mitra Salima Suryono, Staf Pejabat Hubungan Eksternal Kantor UNHCR, 
di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 
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Para pengungsi memilih Indonesia sebagai negara transit dengan 
alasan yang berbeda-beda. Untuk pengungsi Afghanistan, alasan  mereka 
menjadikan Indonesia sebagai negara transit dapat diasumsikan bahwa 
tujuan mereka sebenarnya adalah Australia dan karena Australia dekat 
dengan Indonesia secara geografis, maka sebelum mereka tiba di Australia 
mereka akan berhenti di Indonesia terlebih dahulu. Sedangkan untuk 
pengungsi asal Afrika kebanyakan menuju wilayah atas yaitu Eropa. 
Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian di 
Kantor Divisi Imigrasi Wilayah Hukum dan HAM Makassar, Ferdinand DS 
Kolibu, memberikan keterangan bahwa penyebab pengungsi asal 
Afghanistan memilih untuk keluar dari negaranya dikarenakan oleh masalah 
keamanan negara Afghanistan yang tidak stabil dan negara yang terus 
bergejolak dalam konflik. Selain itu ada beberapa imigran asal Afghanistan 
yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik dengan melihat bahwa 
Australia merupakan negara yang memiliki tanah luas dan makmur. Di 
Afghanistan terdapat tradisi dalam keluarga, bila seseorang sudah 
menginjak usia kerja, maka ia ingin memperbaiki kehidupan ekonomi 
keluarganya. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab seseorang 
meninggalkan negaranya karena menganggap dirinya tidak dapat 
berkembang di negaranya sendiri
44
. 
Selanjutnya, Ferdinand DS Kolibu menjelaskan bahwa  letak 
kedekatan geografis Indonesia dan Australia menjadi penyebab pengungsi 
                                                            
44 Wawancara dengan Ferdinand DS Kolibu, Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status 
Keimigrasian di Kantor Divisi Imigrasi Wilayah Hukum dan HAM Makassar, di 
Makassar pada tanggal 22 Maret 2014 
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asal Afghanistan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Sebelum 
transit di Indonesia, ada pengungsi yang terlebih dahulu transit di Malaysia 
dan berada disana untuk waktu yang lama. Dari Malaysia kemudian para 
pengungsi menaiki kapal dan menempuh jalur laut menuju Australia. 
Ditengah perjalanan itulah mereka ada yang terdampar di Indonesia dan ada 
yang ditangkap oleh pihak keamanan di perairan Indonesia. 
Berdasarkan pemaparan oleh Duta Besar Afghanistan untuk 
Indonesia, staf UNHCR, dan pihak imigrasi diatas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa penyebab pengungsi Afghanistan keluar dari negaranya 
dan datang ke Indonesia dikarenakan keadaan negara Afghanistan yang 
tidak stabil dengan memiliki banyak konflik berkepanjangan dan di masa 
sekarang banyak dari warga negara Afghanistan yang memiliki motif 
ekonomi untuk keluar dari negaranya demi memperbaiki kehidupannya. 
Di salah satu media milik Imigrasi, dikatakan bahwa para imigran 
yang datang dan transit di Indonesia sebagian besar bukan atas kemauan diri 
sendiri melainkan karena adanya peran penyelundup (smuggler) terorganisir 
yang mengarahkan mereka ke Indonesia sebagai wilayah terdekat menuju 
Australia. Mereka rela membayar ribuan dollar kepada para penyelundup 
manusia agar mereka dapat diselundupkan ke Australia. Sebagian ada juga 
yang memilih jalan  lain, terbang ke Malaysia lalu mencari jalan sendiri agar 
dapat diselundupkan ke Indonesia dengan perahu
45
. 
                                                            
45  Feddy M. Pasya, 2013, Menilai Kembali Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal, Bhumipura, 
edisi perdana September, hal. 12. 
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Motivasi mereka untuk meninggalkan negaranya dikarenakan oleh 
situasi keamanan yang tidak menentu di negara asalnya, prospek pendidikan 
yang tidak jelas, dan termasuk menyatukan kembali keluarga mereka. 
Meskipun motivasi mereka datang ke Australia berbeda-beda, namun pada 
umumnya mereka ingin memperoleh masa depan yang lebih baik bagi 
dirinya maupun keluarganya. Terlebih dengan melihat Australia sebagai 
negara multikulturalisme, yang memiliki toleransi terhadap kebudayaan dan 
bangsa yang berlainan, karena hukum Australia melindungi orang dari 
diskriminasi ras. 
3. Pengungsi Afghanistan di Indonesia 
Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh UNHCR, pengungsi 
yang masuk ke Indonesia didominasi oleh negara-negara Asia dan sebagian 
lainnya berasal dari Afrika. Dari tahun 2008 hingga 2012, jumlah pengungsi 
sebagian besar semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh beragam 
faktor sesuai dengan kondisi internal masing-masing negara. Kebanyakan 
pengungsi berasal dari negara-negara yang stabilitas politik dan 









Tabel 3.1 Pengungsi yang berada di Indonesia (2008-2012) 
Negara Asal 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Afghanistan 29 220 259 476 890 1874 
China 2   3 14 18 37 
Côte d'Ivoire 2 1 1 1 * 5 
Democratic 
Republic of the 
Congo 7 10 5 4 * 26 
Egypt 2 2 2 2 * 8 
Ethiopia 1       6 7 
Iran (Islamic 
Republic of) 3 25 37 58 119 242 
Iraq 186 209 146 62 126 729 
Kuwait   6 6 6 8 26 
Morocco 1         1 
Myanmar 17 154 49 85 222 527 
Pakistan 1 5 4 3 20 33 
Palestinian 2 1 2 2 8 15 
Philippines         5 5 
Somalia 37 44 63 69 160 373 
Sri Lanka 79 121 233 219 219 871 
Syrian Arab 
Republic         5 5 
Thailand       3 * 3 
Ukraine     1 1 * 2 
Yemen       1 * 1 




Dalam rentang waktu dari tahun 2008 hingga tahun 2012, terdapat 
beberapa negara asal pengungsi terbesar yaitu Afghanistan (1874 orang), Sri 
Lanka (871 orang), Iraq (729 orang), Myanmar (527 orang), Somalia (373 
orang), dan Iran (242 orang). Afghanistan memiliki jumlah pengungsi 
terbanyak dikarenakan tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam 
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negara. Di satu sisi pendukung Taliban memaksa penduduk Afghanistan 
untuk memberi makan dan melindungi mereka di malam hari. Di sisi yang 
lain, pasukan keamanan Afghanistan menuduh penduduk Afghanistan 




Diagram 3.1. Negara Asal Pengungsi Terbesar 
Sumber: Data diolah sendiri 
Jumlah pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan yang masuk ke 
Indonesia perlu dibedakan karena tidak semua pengungsi adalah orang-
orang yang mengajukan permohonan suaka namun para pencari suaka 





                                                            
46 Afghanistan’s Refugee Crisis ‘ignored’, dalam http://www.theguardian.com/world/2008/feb/13/ 




















2012 890 2,995  3,885 
2011 476 1,649  2,125 
2010 259 1,207  1,466 
2009 220 1,411  1,631 
2008 29 136  165 
Sumber: Overview – Persons of concern to UNHCR, dalam http://popstats.unhcr.org/ 
PSQ_POC.aspx 
 
Tabel 3.2 merupakan data pengungsi dan pencari suaka asal 
Afghanistan yang masuk ke Indonesia  dan  terdaftar di UNHCR sejak tahun 
2008 hingga tahun 2012. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat kenaikan 
populasi dapat dilihat pada Grafik 3.1. 
Grafik 3.1. Kenaikan Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka  
Asal Afghanistan di Indonesia 
 
Sumber: Data diolah sendiri 
Berdasarkan Grafik 3.1, terlihat peningkatan jumlah pencari suaka dan 














sempat turun di tahun 2010 namun kemudian kembali melonjak ditahun 
2011. Kenaikan ini dikarenakan perang yang terjadi antara pasukan koalisi 
Amerika Serikat dengan International Security Assistance Force (ISAF) 
yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan dalam Operation Enduring 
Freedom (OEF). Perang tersebut melibatkan Pakistan dikarenakan Pakistan 
merupakan negara asal Taliban yang menjadi sasaran pasukan Amerika. 
Operation Enduring Freedom (OEF) merupakan operasi kebebasan 
yang dilakukan oleh koalisi NATO-ISAF di Afghanistan sejak tahun 2001. 
Operasi tersebut dimaksudkan untuk membebaskan Afghanistan 
sepenuhnya dari pengaruh Taliban. Pada tahun 2008, dalam operasi tersebut 
terjadi pengeboman terhadap beberapa wilayah Afghanistan diantaranya 
yaitu Kabul, Kandahar, Badghis, Nangarhar, bahkan juga kedutaan India 
yang berada di Kabul ikut dibom. Operasi ini sama saja dengan perang 
karena menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur dan menyebabkan 
kematian bagi banyak warga sipil. 
Selain itu, pada tahun 2008, ISAF juga melakukan pemberantasan 
tanaman opium untuk memerangi ekonomi opium ilegal di Afghanistan
47
. 
Pemberantasan opium sering mempengaruhi petani miskin yang tidak 
memiliki alternatif ekonomi. Tanpa alternatif, para petani tidak bisa lagi 
memberi makan keluarga mereka sehingga menyebabkan kemarahan, 
frustrasi dan protes sosial. 
                                                            
47 NATO’s Afghan Quagmire, European Union Center of North Carolina EU Briefings, 2009, 




Pada tahun 2011, pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama Bin Laden yang 
selama ini dicari oleh Amerika akhirnya terbunuh oleh pasukan Amerika di 
Abbottabad, Pakistan. Selain itu, NATO juga mengumumkan bahwa 
pemimpin Taliban telah tewas. Pada tahun 2012, terjadi insiden pembakaran 
AL Quran di sebuah pangkalan NATO di Afghanistan
48
. 
Insiden-insiden yang terjadi di tahun 2008-2012 tersebut menjadi 
pemicu kemarahan Taliban dan menjadi alasan untuk terus berperang 
melawan Amerika. Perang yang tidak kunjung berakhir di Afghanistan 
menyebabkan banyak masyarakat Afghanistan menjadi korban sipil dan 
bagi mereka yang masih hidup, akhirnya memutuskan untuk keluar dari 
negara mereka demi menyelamatkan diri mereka dari konflik dan perang 
yang terjadi. 
Orang-orang Afghanistan yang lari dari negaranya dan sampai di 
Indonesia kemudian mengajukan permohonan suaka. Berikut ini merupakan 
data permohonan suaka yang diajukan oleh migran asal Afghanistan di 







                                                            
48 Operation Enduring FreedomFast Facts, dalam  http://edition.cnn.com/2013/10/28/world/ 
operation-enduring-freedom-fast-facts/, diakses tanggal 26 Mei 2014 
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2012 U 1,649 1,649 4,056 
2011 U 1,207 1,207 2,118 
2010 U 1,411 1,411 2,524 
2009 U 137 137 2,329 
2008 U 12 12 149 
Sumber: Asylum Application and Refugee Status Determination, dalam 
http://popstats.unhcr.org/PSQ_RSD.aspx 
 
Terdapat tiga tipe prosedur Refugee Status Determination (RSD) yaitu 
U (UNHCR), G (Government), dan J (Joint Procedure). Namun sesuai tabel 
diatas hanya terdapat tipe U karena keseluruhan pencari suaka yang terdaftar 
diatas berada di bawah penanganan UNHCR. Mengenai jumlah kasus yang 
telah melalui proses RSD dan mendapatkan keputusan terhadap status 
mereka terdapat di Tabel 3.4. 




















2012 654   33 2,023 2.710 2,995 2,995 
2011 388   11 1,277 1,676 1,649 1,649 
2010 329   1 2,398 2,728 1,207 1,207 
2009 257   43 755 1,055 1,411 1,411 
2008 6   10 9 25 136 136 





Berdasarkan tabel diatas, setiap tahunnya UNHCR selalu 
menghasilkan keputusan bagi para pencari suaka yang mengajukan 
permohonan suaka. Pencari suaka  diberikan status pengungsi berdasarkan 
Konvensi 1951 disebut sebagai pengakuan Konvensi atau pengakuan 
pengungsi. Di beberapa negara, pencari suaka yang tidak diberikan status 
pengungsi Konvensi kemungkinan diberikan bentuk perlindungan 
pelengkap (misalnya status kemanusiaan dan perlindungan anak). 
 Namun tidak seluruhnya dapat diselesaikan secara langsung dan 
menghasilkan keputusan sebagai pengungsi. Ada beberapa kasus yang 
menyatakan pengajuan pencari suaka tersebut ditolak. Angka pencari suaka 
yang ditolak berdasarkan tabel diatas didalamnya juga telah termasuk 
mereka yang telah mengajukan banding terhadap keputusan pertama. 
Pada kondisi yang lain, jika seorang pencari suaka menarik 
permohonannya sebelum wawancara dilakukan, maka permohonan suaka 
tersebut tercatat telah ditutup untuk alasan administrasi. Hal yang sama 
berlaku jika pemohon meninggal sebelum wawancara, jika permohonan 
dianggap tidak dapat diterima sesuai prosedur, atau jika misalnya pemohon 
belum muncul untuk wawancara. Bagi pencari suaka yang belum 
mendapatkan keputusan akhir maka masih harus menunggu kasusnya 
diproses. 
Meski bukan sebagai negara tujuan, Indonesia sering digunakan 
sebagai negara transit karena posisi geografis Indonesia berada pada jalur 
perlintasan menuju negara tujuan suaka yaitu Australia. Sebagai negara 
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transit, Indonesia tetap memiliki peran dalam penanganan pengungsi. 
Namun karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, 
peraturan dan hukum yang digunakan Indonesia dalam pemberian tindakan 
kepada pengungsi yang datang adalah berdasarkan undang-undang 
keimigrasian. 
Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat 
peraturan mengenai proses masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi warga 
negara Indonesia dan warga negara asing. Mengenai penanganan orang 
asing, undang-undang keimigrasian memuat peraturan penempatan lebih 
lanjut dalam rangka penentuan status di tempat yang ditentukan Ditjen 
Imigrasi, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota 
dan menunjuk instansi di bidang kesehatan, pendataan dan pemeriksaan 
dilaksanakan oleh Kemenkumham, orang asing pencari suaka ditempatkan 
di Rudenim, dan orang asing yang mendapat status pengungsi ditempatkan 




Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas melakukan pengawasan dengan 
cara: 
a. Mengeluarkan Kartu Identitas bagi yang diluar Rudenim; 
b. Wajib memperpanjang kartu tersebut tiap bulan ke Kantor 
Imigrasi, Mapolsek/Kelurahan terdekat; 
                                                            
49 Imigrasi dan UNHCR, Kerangka Hukum Nasional & Peraturan Ditjen Imigrasi mengenai 
Pencari Suaka dan Pengungsi, Materi disampaikan pada Seminar Bersama Imigrasi dan 
UNHCR, Makassar, 18-19 September 2013. 
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c. Bila tidak memperpanjang 3 bulan berturut-turut tanpa alasan akan 
diperlakukan seperti imigran ilegal.
50
 
Berdasarkan undang-undang Keimigrasian, Indonesia hanya dapat 
memproses warga negara asing yang masih berstatus imigran ilegal. 
Selanjutnya bagi imigran ilegal  yang akan melalui proses pencarian suaka 
dan status pengungsi akan dilanjutkan oleh UNHCR. Proses penentuan 
status pengungsi dilakukan oleh UNHCR atas nama Pemerintah Indonesia. 
Proses paling awal yang dilalui oleh imigran ilegal yaitu penangkapan. 
Pihak yang memiliki wewenang untuk menangkap imigran ilegal yang 
memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain Angkatan Laut, Polri, dan 
Imigrasi. Hasil penangkapan oleh Polri dan Imigrasi diserahterimakan 
kepada Kantor Imigrasi di wilayah penangkapan yaitu kepada Kepala kantor 
atau Kepala bidang/seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atau 
petugas yang ditunjuk. Selanjutnya petugas yang ditunjuk melakukan 
pemeriksaan kelengkapan administrasi, berupa: 
a. Berita Acara Serah Terima Imigran Ilegal dari pihak polri atau imigrasi 
yang melakukan operasi 
b. Dokumen perjalanan dan/atau identitas kewarganegaraan (jika memiliki) 
c. Barang-barang milik imigran ilegal51 
Pemeriksaan imigrasi terlebih dahulu dilakukan dengan Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) yang didalamnya terdapat proses pengidentifikasian jati 
diri imigran ilegal melalui pemeriksaan dokumen dan barang, selanjutnya 
                                                            
50 Ibid  
51 International Organization for Migration (IOM), 2012, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana 
Penyelundupan Manusia, Jakarta: IOM, hal. 49. 
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mengidentifikasi asal negara imigran ilegal dengan cara penelitian tingkah 
laku (body language), selanjutnya melakukan verifikasi terhadap dokumen 




Di akhir proses ini, para imigran akan diberi status sebagai pencari 
suaka jika memenuhi kriteria pencari suaka. Bagi para imigran yang sedang 
menunggu hasil pemeriksaan imigrasi dan imigran yang telah ditetapkan 
sebagai pencari suaka selanjutnya akan ditempatkan di dalam Rumah 
Detensi Imigrasi (Rudenim).  Para imigran dan pencari suaka yang tinggal 
di dalam rudenim selanjutnya disebut deteni. Namun jika ada imigran yang 
sejak awal teridentifikasi sebagai penjahat perang, teroris, dan tersangkut 
dengan tindak kejahatan apapun akan langsung diberikan sanksi 
keimigrasian berupa deportasi. 
Rudenim berusaha menempatkan para deteni secara manusiawi. 
Berbagai kegiatan untuk mengisi waktu diberikan, antara lain bimbingan 
rohani, olahraga, dan untuk menambah pengetahuan rudenim bekerjasama 
dengan berbagai pihak untuk memberikan pengetahuan bahasa. Di dalam 
rudenim terdapat fasilitas kamar tidur dan dapur, selain itu juga ada dokter 
yang akan memantau kesehatan deteni. Kesempatan rekreasi juga diberikan 
kepada para deteni agar mereka tidak mengalami depresi selama berada di 
rudenim menunggu kepastian dari proses pemberian status terhadap mereka. 
                                                            
52Ibid, hal. 50 
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Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian di 
Kantor Divisi Imigrasi Wilayah Hukum dan HAM Makassar, Ferdinand DS 
Kolibu, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berlaku baik kepada para 
pencari suaka yang datang ke Indonesia
53
. Hal inilah yang menyebabkan 
para pencari suaka merasa betah selama berada di Indonesia, namun bukan 
berarti mereka ingin tinggal di Indonesia. Karena selama berada di rudenim, 
para pencari suaka tidak dapat keluar masuk rudenim dengan bebas. Bila 
mereka ingin melakukan aktivitas di luar rudenim harus diawasi oleh pihak 
rudenim. Dan selama mereka berada di Indonesia sambil menunggu 
kepastian status oleh UNHCR, mereka tidak dapat bekerja sehingga untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya diperoleh dari bantuan IOM.  
Pemerintah Indonesia meskipun tidak memiliki wewenang untuk 
menetapkan secara langsung status para imigran yang masuk, namun proses 
awal hingga akhir Indonesia tetap berperan aktif. Di awal, penangkapan 
dilakukan oleh pihak Indonesia, kemudian Indonesia memberi bantuan 
berupa fasilitas tempat tinggal yaitu rudenim, selanjutnya melakukan 
pengawasan di dalam rudenim tersebut selama 24 jam setiap hari. Dan yang 
terakhir jika keluar keputusan bahwa pengungsi akan diberangkatkan ke 
negara asal (repatriasi) maupun ke negara ketiga (resettlement), pihak 
Indonesia juga ikut berperan dalam pemberangkatan tersebut. 
Selain itu, Indonesia juga berperan dalam menangani imigran yang 
permohonan suakanya dinyatakan ditolak. Karena bila UNHCR 
                                                            
53 Wawancara dengan Ferdinand DS Kolibu, Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status 
Keimigrasian di Kantor Divisi Imigrasi Wilayah Hukum dan HAM Makassar, di 
Makassar pada tanggal 22 Maret 2014 
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memutuskan seorang pencari suaka tidak dapat menjadi pengungsi, maka 
UNHCR akan mengembalikan imigran tersebut kepada pemerintah 
Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia akan memberikan sanksi 
deportasi kepada imigran tersebut. 
Indonesia melakukan perannya sesuai dengan konsep perlindungan 
internasional yang mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk 
melindungi individu yang meminta perlindungan internasional di negara 
dimana individu tersebut mencari suaka. Perlindungan yang diberikan 
Indonesia berupa perlindungan sementara tanpa jaminan suaka permanen. 
Selama pencari suaka dan pengungsi tersebut berada di wilayah Indonesia 
dan selama mereka masih dalam proses penentuan status dan menunggu 
diberikan solusi jangka panjang oleh UNHCR. Hal ini berkesinambungan 
dengan peran Indonesia dalam menangani pengungsi dengan mengacu pada 
HAM internasional karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 
Pengungsi.  
Selain itu, meskipun Indonesia bukan peserta Konvensi, Indonesia 
tidak boleh menolak untuk menerima pengungsi. Prinsip untuk tidak 
memulangkan secara paksa orang-orang yang lari dari negaranya dimana 
mereka akan menghadapi ancaman merupakan bagian dari hukum 
internasional yang umum dan mengikat semua negara. Dengan demikian, 
tidak ada satu pemerintahan pun yang berhak mengusir seseorang yang 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1.             UNHCR sangat berperan dalam menangani pengungsi Afghanistan 
di Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 
Pengungsi 1951 dan tidak memiliki hukum nasional yang mengatur 
penanganan pengungsi. Atas bantuan UNHCR dan pengalaman Indonesia 
dalam menangani pengungsi, Indonesia telah mengeluarkan beberapa 
peraturan mengenai kerjasama dengan UNHCR dalam menangani 
pengungsi, meskipun masih di tataran imigrasi. Dengan adanya peraturan 
tersebut sudah jelas bahwa meskipun Indonesia bukan negara 
penandatangan Konvensi Pengungsi namun Indonesia tetap ingin 
menyelesaikan kasus pengungsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu 
Indonesia memberi mandat kepada UNHCR untuk melakukan proses 
penentuan status pengungsi hingga pemberian solusi jangka panjang, 
meskipun dalam prosesnya dibutuhkan waktu yang lama. 
 Peran UNHCR dimulai ketika pihak imigrasi melaporkan bahwa 
ada imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan tertangkap 
oleh pihak penegak hukum. Bila imigran tersebut merupakan pencari 
suaka yang ingin mengajukan permohonan menjadi pengungsi maka 
UNHCR akan melakukan proses penentuan status pengungsi terhadap 
mereka. Setelah keluar keputusan bahwa mereka adalah pengungsi, 
selanjutnya UNHCR akan mencarikan satu solusi yang paling tepat untuk 
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mereka diantara tiga macam solusi jangka panjang yaitu pemulangan 
sukarela, penempatan di negara ketiga, dan integrasi lokal. 
 Didalam proses penanganan pengungsi, UNHCR melakukan 
kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya badan-badan PBB, LSM, 
dan organisasi-organisasi lainnya. Sehingga kesuksesan kinerja UNHCR 
tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak tersebut. 
2.            Dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, UNHCR 
menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status 
pengungsi yang membutuhkan waktu lama, hingga ke pemberian solusi 
jangka panjang yaitu resettlement yang didalamnya terdapat hambatan 
operasional dan keterbatasan negara penerima. Panjangnya proses 
penangkapan terhadap imigral ilegal menjadi hambatan awal operasional 
UNHCR. 
 Selain itu, kondisi pengungsi juga rentan terhadap kejahatan 
transnasional seperti people smuggling dan human trafficking. Hal ini 
dapat terjadi jika para pengungsi tidak sabar menunggu proses resettlemet 
sehingga mereka lebih tertarik untuk menggunakan jasa penyelundup 
manusia yang akan mengirim mereka ke negara tujuan. 
 Hambatan lain yang dihadapi oleh UNHCR yaitu keadaan sosial 
masyarakat Indonesia. Adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia 
berbeda dengan kebiasaan pengungsi Afghanistan sehingga terkadang 
menjadi keresahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat 
Indonesia belum seluruhnya hidup dalam kondisi ekonomi yang mapan 
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sehingga ketika pengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan, berupa 
tempat tinggal, biaya hidup, layanan kesehatan, layanan pendidikan secara 
gratis, hal ini dapat menunjukkan anggapan diantara masyarakat bahwa 
permasalahan pengungsi lebih dapat terselesaikan. 
B. Saran  
1. Hendaknya UNHCR dapat meningkatkan lagi kinerjanya dan kerjasamanya 
dengan pihak Indonesia dengan cara ikut mengawasi para pencari 
suaka/deteni di Rumah Detensi Imigrasi agar UNHCR dapat mengetahui 
perkembangan pencari suaka/deteni setiap hari. 
2. Hendaknya UNHCR memberikan pemahaman mendalam bagi para 
pengungsi mengenai bagaimana seharusnya mereka bersikap dalam 
menunggu solusi jangka panjang karena hambatan yang dihadapi UNHCR 
tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga kondisi keterbatasan negara 
penerima sehingga UNHCR pun tidak dapat memaksa sebuah negara untuk 
menerima pengungsi.  
3. Hendaknya imigrasi dan UNHCR lebih berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah memberi pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa 
pengungsi adalah dampak dari krisis kemanusiaan dan perlindungan 
terhadap mereka termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia. 
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai peran UNHCR, 
sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam dan terperinci mengenai 
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